PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JI. Awang Long No. 1 Telp. (0548) 20594
Website : dpmptsp.bontangkota.go.id e-mail : dpmptsp@bontangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BONTANG

NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMAS| YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

Menimbang : a. Bahwa informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap pengguna informasi publik;

b. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat
dan/terbatas;

c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik
badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atau
setiap kebijakan yang ditetapkan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu menetapkan
ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bontang tentang klasifikasi informasi yang
dikecualikan.

Mengingat 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentangPengklasifikaninformasi ~ Publik  (TambahanBerita
Negara Tahun 2017 Nomor 429);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :  Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini
merupakan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Bontang.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :  Tahun 2022 yang
tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal'L‘tJanuari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BONTANG

SELAKU

AN PPID PEMBANTU,

)
/




Lampiran |

Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang

. 0 Awwm oM
24 Januari 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR : ¢ TAHUN 2022

Pada hari ini Senin Tanggal 24 Januari 2022 telah dilakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan pada daftar informasi publik Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dengan hasil sebagai berikut

Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik

No informasi Dasar Hukum Pengecualian Informasi Jangka Waktu
Dibuka Ditutup
1 | Berkas Pengajuan |- Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang|Mengganggu kepentingan|{Untuk Melindungi kepentingan{Hingga berakhirnya proses
Proses Perizinan KIP pasal 17 huruf b dan j perlindungan hak atas|perlindungan hak atas|pengajuan masing - masing
kekayaan intelektual dan|kekayaan intelektual dan|izin sesuai dengan peraturan

(b) Informasi

0

publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi publik
dapat mengganggu kepentingan perlindungan

hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat:

Informasi yang tidak boleh diungkapkan

berdasarkan undang - undang.

Undang - undang nomor 3 tahun 2014 pasal 69
tentang perindustrian

(Pejabat dan instansi pemerintah dilarang
mempublikasikan informasi yang dapat
merugikan kepentingan perusahaan)

perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat.

perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat

yang berlaku




No

Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu

Dokumen Perizinan

Undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang
KIP pasal 17 huruf b dan j

(b) Informasi publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi publik
dapat mengganggu kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat:

Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan undang - undang.

Undang - undang nomor 3 tahun 2014 pasal 69
tentang perindustrian

(Pejabat dan instansi pemerintah dilarang
mempublikasikan informasi yang dapat
merugikan kepentingan perusahaan)

)

Mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat.

Untuk Melindungi kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat

Hingga berakhirnya
berlaku izin sesuai
peraturan yang berlaku

masa
dengan

Dokumen dan
Berkas Pengawasan
Perizinan

Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang
KIP pasal 17 huruf b dan j

(b) Informasi publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi publik
dapat mengganggu kepentingan perlindungan

hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat:

(i) Informasi yang tidak boleh diungkapkan

berdasarkan undang - undang.
Undang - undang nomor 3 tahun 2014 pasal 69
tentang perindustrian
(Pejabat dan instansi pemerintah dilarang
mempublikasikan informasi yang dapat
merugikan kepentingan perusahaan)

Mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat.

Melindungi kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat

Hingga berakhirnya masa
pengawasan perizinan




Bahwa pengujia konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1 | Drs. Asdar Ibrahim, M. Si Kepala .
|~
2 | Andi Hasanuddin Akmal, S. Pi, M. Si Sekretaris %
3 | Karel, ST, MT Analis Kebijakan Ahli Madya \3/’/%%/ Y
4 | Febtri Manik, S. Hut, M. Si Analis Kebijakan Ahli Madya ;
é e
Y e
5 | Hj. Sudarmi, SE, M. Pd Analis Kebijakan Ahli Muda 5. !
)
6 | Isma Istihari, S. Sos, M. Si Analis Kebijakan Ahli Muda - 6%
7 | Natalia Santi Kanan, S. Hut, M. AP Analis Kebijakan Ahli Muda T J
Kb
8 | Henny Roosiana, S.Psi Analis Kebijakan Ahli Muda 8.%
9 | H. Lamri, SE Analis Kebijakan Ahli Muda 9. 4/
!*. {
10 | Adriani, SE Analis Kebijakan Ahli Muda V 10. Wt?
11 | Emelia Darmawati, SE Analis Kebijakan Ahli Muda 1.
)
12 | Sofyansyah, SE, M. Si Analis Kebijakan Ahli Muda 5
7
13 | Adriani, SE Perencana Ahli Muda 13. '
7
14 | Idrus, SE Analis Kebijakan Ahli Muda 14. ZA
15 | Mustamin Syam, SH Kasubbag Umum dan Kepegawaian




